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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa 
di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Sragen, 
serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa. 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian non doktrinal dengan mendasarkan 
pada konsep hukum yang ketiga, yaitu hukum adalah apa yang diputus oleh 
hakim inconcreto dan tersistematisasi sebagai judge made law.Jenis data yang 
penulis gunakan, yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan 
data mengunakan studi wawancara (interview) dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data menggunakan analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian 
dapat diketahui bahwa model penyelesaian sengketa yang digunakan di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu arbitrase. Sedangkan di Pengadilan 
Negeri menggunakan model penyelesaian sengketa yang berlaku pada 
penyelesaian perkara perkara perdata biasa. Hambatan yang dihadapi oleh 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain perbedaan latar belakang 
kultur masing-masing anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 
permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi peraturan 
yang tidak lengkap dan membingungkan dan sulitnya dalam pemanggilan para 
pihak yang bersengketa. Hambatan di Pengadilan Negeri yaitu memerlukan 
waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan,Pengadilan (litigasi) dianggap 
tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan 
bisnis khususnya bagi pelaku usaha, begitu juga bagi konsumen, susahnya 
memanggil para pihak yang bersengketa. Solusi terhadap hambatan tersebut 
diantaranya perluadanyapeningkatansumber dayamanusia, khususnyabagi 
hakim arbiter agar supayalebihmenguasaitentanghukum, mengingattidaksemua 
hakim arbiter mempunyailatarbelakangdibidanghukum. Kemudian, 
perluadanyaperansertapemerintahkotasetempat, 
dalamhalinikhususnyapemerintahKota Surakarta, 
supayalebihmeningkatkansaranadanprasarana di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumenagar dapatmempercepat proses penyelesaiansengketakonsumen, 
serta perlu adanya regulasi Undang-Undang yang jelas mengenai batas 
kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri. 
 
Kata Kunci : Model Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen,Pengadilan Negeri 
 
 
 
 
 
xiii 
 
 
